PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720 :
TELP./FAX. : (021) 5990711 htlp:/',fdisdik.tangerangkab.go‘ld

T

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421 1/Kep. 132 -Disdik
TENTANG

Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG menjadi
Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG

yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, SUNAN BONA NG

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

a.  Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan:

b. Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal waiib
memperoleh ljin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang:

¢. Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TK. SUNAN BONANG yang sebelumnya diselenggarakan oleh  Yayasan
PENDIDIKAN SUNAN BONANG yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi
Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG dan telab
memenuhi persyaratan;

d.  Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan ¢ di atas. perfu
ditetapkan Keputusan Kepala  Dinas  Pendidikan Kabupaten Tangcrang_ Tentany
Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG menjadi Yayasun
PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG Kecamatan Kelapa Dua

Kabupaten Tangerang:

I.  Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan WNasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentany
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 494 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor:

4864):

(%]

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

5157);

7. Perawran Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar  (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863):

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif’

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137

Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun

2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

I1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010

Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum

2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
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13 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Fahun 2001 Tentang I‘ulu'.cl-T‘i-l-"l'I
dan Penyelenggaraan Pendidikan dii Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahu
2011 N'nmurn‘l, Tamhbahan Lembaran Daerah Nomaor 091 1), it

14, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Fahun 2014 lentang ‘I’H!-'"'"H 7
Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lemburan Daerah Fahun 2004 Namor 15,
Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 1514).

; . Tentang Pe an.
Memperhatikan 1 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor @ 821,2/Kep. 140-Huk/2016 Tentiang ".‘“E"r‘t'}"t‘_m
Penganghatan dan Al Tugas © Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil “HL‘..I" : HA ;
Struktural Esselon 1, 11 dan 1V di Linghungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Akta Notaris AGUS RAHMAT, S1L. Nomor 20 Tanggal 27 Februari 2010 lentany

_ v i ey JLUNAN
Surat Perubahan Penyelengpara Pendidikan Anak Usia Ding IIJAIUI}I .] 1\ :rl_ \-:'m
BONANG dari Yayasan PENDIDIKAN SUNAN li(llNr\M. hepada Yayas
PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG;

3. Surat Permohonan dari Ketun Yayasan Pendidikan Sunan Bonang Nomaor .' 11‘”:1
YPSB/NI2017 Tanggal 13 Nopember 2017 Perihal Permuohonan Perubabian Nami
Yayasan;
Menetaphan : MEMUTUSKAN
KESATU © Perubahan  Nama Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG  Menjadi Yayasan

PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG  Untuk  menyelenggarakan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program TAMAN KJ\NAK‘K':‘N’“S d}"
Perum Dasana Indah Blok SJ Kelurahan Bojongnangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten
Tangerany:

KEDUA : Perubahan  Nama  Yayasan PENDIDIKAN SUNAN BONANG  menjadi - Yayusan
PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG ini schaligus sebagai 1in
Operasional Menggantikan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Bclmudn)ilﬂ
Propinsi Jawa Baral Nomor : 805/102/Kep/E.91  berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 62 M| 2020

KETIGA © TK. SUNAN BONANG ini berada dibawah Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN
BONANG TANGERANG Akta Notaris AGUS RAHMAT, SHL. Nomor 20 Tanggal 27 Februan
2017;

KEEMPAT Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SUNAN BONANG TANGERANG dan Lembaga PAUD

TK. SUNAN BONANG melakukan Pengajuan Perpanjangan ljin Operasional 6 (¢nam) bulan
sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA. Kepada
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang:

KELIMA ¢ Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Perawran Pemerintah dan atau Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan
Nonformal. maka Lembaga TK wajib mengikuti/mentaatinya;

KEENAM * Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan
sendiri;
KETUJUH * Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetaphan di © Tigaraksa
Y 02 Mal 2013

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;
I. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta
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